[ SALINAN ]

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 57 TAHUN 2020
TENTANG KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas
pelayanan publik guna mewujudkan pelayanan yang
prima di Dinas PenanamanModal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pinru Kabupaten Bintan, perlu
diberikan penghargaan kepada pegawai yang telah
memberikan  pelayanan yang baik, sehingga
Peraturan Bupati Bintan Nomor 57 Tahun 2020
tentang Kode Etik Pelayanan Publik di Lingkungan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Bintan perlu diubah untuk
disesuaikan kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Bintan tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Bintan Nomor 57 Tahun 2020 Kode Etik
Pelayanan Publik di- Lingkungan Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Bintan;

1.Undang-Undang...
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 12  Tahun 1956  tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4348);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2038);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun
2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten

Bintan Tahun 2014 Nomor 3), sebagaimana telah

diubah dalam...
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Menetapkan

diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bintan
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016

Nomor 7).

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 57 TAHUN 2020
TENTANG KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
BINTAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bintan

Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pelayanan

Publik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Bintan (Barita

Daerah Kabupaten Bintan tahun 2020 Nomor S58)

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka
yakni angka 16, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah
sebagai  unsur penyelenggaraan Pemerintah
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintah yang menjadi kewenangan daerah
otonom.

Kepala Daerah adalah Bupati Bintan.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya

disingkat DPMPTSP...
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10.

11.

disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bintan.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu
Kabupaten Bintan.

Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara
dan/atau Tenaga Kontrak Daerah yang
bekerja pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Bintan.

Etika adalah kumpulan asas atau nilai yang
berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai
benar dan salah yang dianut oleh pegawai.
Kode Etik Pelayanan Publik adalah aturan
yang harus dipatuhi selama berstatus sebagai
Pegawai Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Bintan.

Hadiah/gratifikasi adalah pemberian dalam
arti luas yang meliputi uang, barang, rabat
(diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket
perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma
dan fasilitas lainnya.

Suap adalah suatu bentuk perbuatan memberi
atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang
atau  pejabat dengan  maksud yang
bersangkutan melakukan pelanggaran atas
kewajiban seharusnya dilakukan.

Intimidasi adalah melakukan tindakan
menakut-nakuti atau tekanan dan atau
ancaman kepada pihak lain untuk
kepentingan tertentu baik pribadi atau
kepentingan pihak lain dengan cara malawan

hukum.

12. Pelecehan adalah...
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12. Pelecehan adalah melakukan tindakan atau
ucapan terkait SARA (Suku, Agama, Ras dan
Antar Golongan), Gender, Rahasia Pribadi,
Kondisi Fisik dan Kejiwaan seperti kecacatan
dan kondisi fisik.

13. Pemerasan adalah perbuatan yang dilakukan
untuk tujuan menguntungkan diri sendiri
atau orang lain secara melawan hukum,
memaksa orang lain dengan kekerasan atau
ancaman kekerasan, untuk memberikan
sesuatu barang, yang seluruhnya atau
sebagian milik orang lain atau supaya
memberikan hutang maupun menghapus
piutang, diancam, karena pemerasan.

14. Minuman Keras adalah semua jenis minuman
yang mengandung alkohol yang menimbulkan
orang mabuk dan merusak kesehatan
manusia atau menyebabkan suasana dalam
bekeija/masyarakat berubah dari suasana
normal, menurunkan kesadaran manusia dan
atau mengancam nyawa manusia.

15. Provokasi adalah memanfaatkan posisi atau
jabatan untuk menghasut, membangkitkan
dan atau memancing atasan, bawahan, rekan
kerja/kolega untuk melakukan sesuatu
dengan cara melawan hukum yang menentang
dari tujuan dan kepentingan organisasi.

16. Pemberian penghargaan adalah  proses
kegiatan yang dilaksanakan berupa non

pegawai teladan dan pemberian penghargaan.

2. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (Satu) BAB
dan ditambah 1 pasal, yakni BAB IV A pasal 25 A,

sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV A...
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BAB IV A
PENGHARGAAN
Pasal 25 A
(1) Untuk meningkatkan semangat kerja, motivasi
dan kinerja pegawai dilakukan penilaian dan
pemberian penghargaan pegawai teladan.
(2) Penilaian dan pemberian penghargaan pegawai
teladan ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam

Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
Pada tanggal 19 Mei 2023

BUPATI BINTAN
dto

ROBY KURNIAWAN

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
Pada tanggal 19 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH BINTAN
dto

RONNY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023 NOMOR 17
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